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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak masa Orde Baru jatuh, terjadi perubahan di berbagai bidang. Tidak luput dari perubahan tersebut jalannya pemerintahan pun mengalami perubahan yang sangat dominan. Saat ini isu tentang desentralisasi dan otonomi daerah menjadi salah satu wacana yang paling banyak dikupas dalam berbagai forum pemerintahan sejalan dengan reformasi sistem politik negara Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah pusat tidak mungkin dapat melaksanakan sendiri semua urusannya yang ada di daerah. Hal ini tidak lain Karena terlalu luas dan kompleksnya urusan yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Hal inilah yang menjadikan sebagian urusan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah.

Pemerintah kota dan pemerintah kabupaten keduanya daerah otonom dengan asas desentralisasi. Hal-hal yang membedakan adalah pemerintah kota bersifat perkotaan dan pemerintah kabupaten bersifat pedesaan. Pemerintah kota wilayahnya berupa daerah perkotaan dengan ciri utama sebagai pusat perdagangan, pelayanan industri dan jasa.

Pemberian otonomi daerah diikuti dengan semakin terbukanya akses partisipasi masyarakat yang luas. Otonomi akan mengurangi beban pemerintah pusat dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada daerah untuk mengembangkan sasaran-sasaran kebijakan yang lebih strategis, dan berdampak lebih luas terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat mendorong terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kedewasaan ekonomi, serta politik masyarakat sebagai warga Negara. 

Otonomi daerah berorientasi pada perwujudan kemandirian daerah, efisiensi, dan efektifitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk fungsi pelayanan public. Era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004. Kecamatan berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa tercampur oleh unsur-unsur politik yang berkembang dimasyarakat.

Sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memberdayakan kecamatan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, sehingga dapat menjadi ujung pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya sebagai pelaksanaan fungsi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan sumber daya manusia sebagai pelaksananya. Sumber daya manusia pada pemerintah daerah merupakan unsure yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan dapat diselenggarakan dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien jika didukung oleh sumber daya modern.

Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, perlu diusahakan agar kegiatan tersebut diselenggarakan secara terus menerus dan teratur secara melembaga. Pencapaian tujuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang netral dalam penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan negara, ternyata dalam praktiknya banyak menghadapi rintangan. Padahal di tengah rintangan itu, masyarakat sangat merindukan pelayanan publik yang baik, dalam arti proporsional dengan kepentingan, yaitu birokrasi yang berorientasi kepada penciptaan keseimbangan antara kekuasaan (power) yang dimiliki dengan tanggung jawab (accountability) yang mesti diberikan kepada masyarakat yang dilayani.

 Salah satu masalah yang terjadi adalah banyaknya proses pelayanan dari pemerintah yang tidak memuaskan. Banyak terjadi praktek kolusi dalam pelayanan yang diberikan. Orang yang memiliki uang biasanya lebih di utamakan dalam pelayanan tidak sama dengan yang tidak mempunyai uang mereka harus mengikuti proses yang berbelit-belit.

Kegagalan pemerintah terlihat dari faktor-faktor seperti birokrasi yang tidak efisien, sistem kepegawaian yang diskriminatif dan tidak memberikan motivasi kerja, kebocoran, kelalaian, kelambanan dalam menjalankan tugas, perilaku aparat yang korup baik waktu maupun materi, praktek politik yang tidak sehat, dan lain-lain. Kegagalan pemerintah ini dapat dilihat dari spektrum yang luas, mulai dari tingkat pemerintah daerah sebagai pembuat, pelaksana dan pengendali kebijakan sampai kepada dinas teknis atau perusahaan daerah yang menjalankan kebijakan pemerintah tersebut, serta mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pengendalian dari berbagai level pemerintahan di atas. 
Untuk bisa menilai kinerja pelayanan publik, diperlukan pendekatan yang bisa membantu memahami bagaimana seharusnya lembaga pelayanan publik dalam hal ini Kecamatan bekerja, sehingga bisa menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas disini mencakup pelayanan yang efisien dan sesuai dengan tingkat kepuasan masyarakat. 
Disamping itu harus seperti apa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten/kota terhadap kecamatan sebagai perangkat daerah dalam menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini “Pembinaan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah terhadap Kecamatan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Bandung Tahun 2006”. 

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk dapat memperjelas fokus masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, penulis menyusun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana seharusnya kinerja kecamatan dalam menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas?

2. Bagaimana pembinaan yang dilakukan pemerintah untuk kecamatan di Kota Bandung Tahun 2006?

3. Bagaimana peranan pembinaan pada kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Bandung Tahun 2006?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Pembinaan Pemerintahan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2006.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja kecamatan dalam menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan pemerintah untuk kecamatan di Kota Bandung Tahun 2006.

3. Untuk mengetahui Peranan Pembinaan pada Kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Bandung Tahun 2006.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dalam pengembangan wawasan dan pengetahuan tentang Peranan Pembinaan Pemerintahan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2006.

2. Bagi kegunaan teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pemerintahan, dalam bidang kajian pemerintahan dan tugas-tugas pemerintah daerah serta dapat dijadikan tinjauan awal untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

3. Bagi kegunaan praktis di lapangan (guna laksana), melalui perumusan pembinaan pemerintahan dalam pelayanan publik yang berpatokan pada nilai-nilai pancasila. 

1.5 Kerangka Pemikiran

Pemerintahan daerah memiliki otonomi (lokal) yang mempunyai kekuasaan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri. Otonomi daerah sendiri menurut HAW Widjaja adalah Penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka system birokrasi pemerintahan (Widjaja, 2001:21-22).

Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Untuk mencapai tujuan pemerintah daerah harus melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau kota. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/daerah kota bukan sebagai kepala wilayah.

Camat menerima pelimpahan sebagai kewenangan pemerintah dari bupati/walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Disamping menangani urusan otonomi daerah camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan

d. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pemerintahan baik pusat ataupun daerah mempunyai tiga fungsi utama:

1. memberikan pelayanan baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik/khalayak.

2. melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

3. memberikan perlindungan masyarakat.

Dalam proses pelayanan publik diperlukan adanya suatu pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat kepada daerah. Menurut PP No. 20 Tahun 2001 menjelaskan mengenai pengertian pembinaan. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.


Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dilaksanakan oleh pemerintah kota yang meliputi:

a. Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan

b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan

c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan

d. Pendidikan dan pelatihan

e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan

Pemerintah daerah memberikan pedoman, bimbingan, latihan, arahan dan supervisi dalam melaksanakan tugas. Tugas tersebut adalah melakukan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. 

Dengan adanya pengawasan dan pembinaan diharapkan tidak mengekang kinerja tetapi untuk meningkatkan kinerja. Sama halnya dengan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang ada termasuk terhadap kinerja kecamatan sebagai pelayan masyarakat agar melakukan pelayanan yang lebih baik lagi.

Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat (Nurcholis, 2005:175). 

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah harus berpijak pada nilai-nilai yang dipegang oleh rakyat atau penduduk yang tinggal di wilayahnya beserta harapan-harapan dan kepentingan-kepentingannya. Tanpa berpegang pada pikiran, harapan dan kepentingan yang dipegang oleh masyarakat maka pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak pernah memuaskan rakyat.

Adapun jenis-jenis pelayanan publik berdasarkan sifat pelayanan yaitu:

1. Pelayanan substantif/ dasar, yang bekaitan dengan pemenuhan kebutuhan vital atau mendasar masyarakat umum

2. Pelayanan Administratif, dalam bentuk pengurusan perizinan.

Dalam pelayanan publik adalah awal dari pemberdayaan masyarakat. Jika masyarakat makin berdaya maka akan memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah diwujudkan dalam bentuk dukungan pemberian suara dan pilihan. Dengan kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah, maka pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lancar.

Pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dikenal dengan pelayanan prima. Di sini pelayanan prima yaitu melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang tidak hanya hasil yang diperolehnya tapi dapat juga kualitas dari pegawai dari pemerintah itu sendiri.

Indikator pelayanan prima:

1. Kesederhanaan

2. Kejelasan dan kepastian

3. Keamanan

4. Keterbukaan

5. Efisiensi

6. Ekonomis

7. Keadilan

8. Ketepatan Waktu

Adanya kualitas pelayanan aparatur pemerintah dapat diukur dengan adanya standar pelayanan. Yang menjadi standar pelayanan publik adalah harapan publik yang menghendaki pelayanan unggulan yaitu kecepatan ketepatan, keramahan, dan kenyamanan.

Ada 6 prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu :

1. Kepemimpinan, dimana strategi kualitas pelayanan harus menjadi inisiatif dari pemimpin.

2. Pendidikan, semua pimpinan dan pegawai harus memperoleh pendidikan tentang kualitas pelayanan publik.

3. Perencanaan, dimana harus meliputi tujuan dan pengukuran kualitas pelayanan.

4. Pengkajian, perilaku pejabat dan pegawai harus senantiasa ditinjau dan diteliti untuk dirubah bila tidak efektif lagi.

5. Komunikasi, disarankan lancar antar pegawai publik dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kebijakan dan administrasi, agar masukan tercermin dalam kualitas pelayanan publik

6. Total Human Reward, setiap pegawai yang berprestasi tinggi perlu dihargai untuk meningkatkan motivasi berprestasi.

Diharapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut diatas pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan akan meningkat dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan dengan cara memaparkan data yang diperoleh tentang aktifitas yang terjadi pada proses pembinaan kecamatan. Tujuan metode ini hanya untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari suatu populasi.

Metode ini digunakan karena penelitian yang dilakukan tentang peranan dari pembinaan pemerintahan pada kecamatan yang ada di Kota Bandung yang dilakukan oleh bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memang memerlukan suatu gambaran tentang pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah demi berlangsungnya suatu pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi : Pengumpulan data dimana peneliti atau kolabolatornya mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian. Digunakan apabila objek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam  dan respondennya kecil.

Observasi yang dilakukan menggunakan observasi secara langsung, dimana peneliti ikut membantu pengerjaaan tugas dari pembinaan kecamatan.

2. Wawancara : Bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi langsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola mediasi yang melengkapi kata-kata verbal. Digunakan apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sangat sedikit.

Adapun yang akan peneliti wawancarai adalah staf dari BPOD (Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah).

3. Studi Pustaka : Pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku atau litelatur yang ada hubungannya dengan masalah atau objek yang diteliti.

1.6.3. Analisa Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Proses penelitian menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang disajikan dengan rangkaian kata-kata yang menjelaskan tentang sesuatu atau deskriptif.

Proses penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data: dalam mengumpulkan data peneliti memperoleh data dari observasi secara tidak langsung dengan mengamati kerja pegawai, wawancara yang dilakukan kepada pegawai kecamatan, camat dan masyarakat sekitar, dan melalui studi pustaka.

2. Menyeleksi data: dari data-data yang telah diperoleh pada pengumpulan data akan diseleksi data yang diperlukan untuk penelitian.

3. Reduksi: Jika ada kejadian-kejadian yang tidak diketahui dan membingungkan, maka setelah diadakan penelitian kebingungan itu dapat direduksi/ dikurangi.

4. Menganalisis data : Setelah penyeleksian dan mereduksi data, dapat menganalisis data-data tersebut.

5. Kesimpulan

Pada periode yang pertama pertanyaan-pertanyaan penelitian masih bersifat umum, dan makin lama makin memfokus. Dengan dilakukannya penelitian secara berulang-ulang pada objek/subjek yang sama, tetapi seting dan teknik pengumpulan data yang bervariasi, maka akan dapat ditemukan informasi yang objekti, valid dan konsisten.

1.6.4. Sumber Informasi


Penulis memperoleh informasi mengenai penelitian ini dari beberapa sumber informasi dari:

1. Bapak Dadang Setiawan, S.IP, M.Si. Penulis mengambil narasumber tersebut karena beliau mengetahui seperti apa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung pada kecamatan yang ada di Kota Bandung.

2. Dokumentasi yang diperoleh dari lapangan.

1.7 Jadwal dan Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya Kuliah Kerja Lapangan di Pemerintah Kota Bandung bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BPOD) Jl. Wastukencana No.2 Bandung.

Adapun penjadwalan penelitian ini dimulai dari usul penelitian sampai penulisan laporan KKL yang terdiri atas :

1. Pelaksanaan KKL, bulan Agustus 2006.

2. Pengumpulan data di lapangan, bulan Oktober-November 2006.

3. Penulisan Laporan bulan Oktober-November 2006

4. Pengumpulan Laporan bulan November 2006
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